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BERITA DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 86 TAHUN 2016 
 

 

NOMOR    86     TAHUN  2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG 

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR 

NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN DAN 
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI 

UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan 
pupuk sampai dengan Desember 2016, 

telah ditetapkan Peraturan Gubernur 
Nomor 89 Tahun 2015 tentang 

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian Tahun Anggaran 2016 di 

Provinsi Kalimantan Barat; 

b. bahwa Direktur Jenderal Prasarana dan 
Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 

telah menetapkan Keputusan Nomor 
20/Kpts/SR.320/B/10/2016 tentang 

Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk 
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Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
Tahun Anggaran 2016; 

c. bahwa sehubungan dengan Keputusan 
dimaksud dalam huruf b, perlu merubah 

Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 89 
Tahun 2015 Juncto Nomor 23 Tahun 
2016 tentang Perubahan Lampiran 

Peraturan Gubernur 89 tentang 
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 

Pertanian Tahun Anggaran 2016 di 
Provinsi Kalimantan Barat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b dan huruf c, maka perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Kedua Lampiran Peraturan 
Gubernur Nomor Nomor 23 Tahun 2016 

tentang Perubahan Lampiran Peraturan 
Gubernur Nomor 89 Tahun 2015 tentang 

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian Tahun Anggaran 2016 di 

Provinsi Kalimantan Barat; 
 

Mengingat  :  1.  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah – Daerah 
Otonom Provinsi Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 
tentang Sistem Budidaya Tanaman 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3478); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang- Undang Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4660); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan He 

wan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5015); 

7. Undang-Undang Nomor 23

 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah
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 diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang Undang Nomor 23

 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 

 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

308, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5613); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4079); 

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 
2005 tentang Penetapan Pupuk 
Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 

Pengawasan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 15 

Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
40/Permentan/ OT. 140/ 4/2007 

tentang Rekomendasi Pemupukan N, P 
dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

43/Permentan/ SR. 140/8/2011 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk 

An-Organik; 
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13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
70/Permentan/ SR.140/10/2011 

tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati 
dan Pembenah Tanah; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
15/M-DAG/ PER/4/2013 tentang 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
209/PMK.02/ 2013 tentang Tata Cara 

Penyediaan Anggaran, Penghitungan, 
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban 

Subsidi Pupuk; 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
60/Permentan/ SR. 310/12/2015 

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk 
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; 

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 

634/MPP/Kep/9/2002 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan 
Barang dan Atau Jasa Yang Beredar di 

Pasar; 

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang 
Pembentukan Kelompok Kerja 
Perumusan Kebijakan Pupuk; 

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
1871/Kpts/OT. 160/5/2012 tentang 
Pembentukan Tim Pengawas Pupuk 

Bersubsidi Tingkat Pusat; 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi Perangkat 
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Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dan terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Derah Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 7); 

21. Peraturan Gubemur Nomor 89 Tahun 

2015 tentang Kebutuhan dan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 

untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 
2016 di Provinsi Kalimantan Barat 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2015 Nomor 89); 

22. Peraturan Gubemur Nomor 23 Tahun 

2016 tentang Perubahan Lampiran 
Peraturan Gubemur Nomor 89 tentang 
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian Tahun Anggaran 2015 di 
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 
Nomor 89); 

23. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian Kementerian 
Pertanian Nomor 08/Kpts/ 

SR.320/B/04/2016 tentang Realokasi 
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk 

Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; 

24. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian Kementerian 
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Pertanian Nomor 20/Kpts/ 
SR.320/B/10/2016 tentang Realokasi 

Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 

2016; 

 

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Kalimantan Barat Nomor 

521.2/1267/Prod/2016, tanggal 7 November 

2016, Hal Realokasi Pupuk Bersubsidi 

Tahun Anggaran 2016. 
 
 

M E M U T U S K A N: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 
23 TAHUN 2016 TENTANG 

PERUBAHAN LAMPIRAN 
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 89 
TAHUN 2015 TENTANG 

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN 
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI 

UNTUK SEKTOR PERTANIAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 DI 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 

 
 

Pasal I 

Merubah Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 
2016 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur 

Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga 
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
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Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2016 Nomor 23) sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
pada Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat. 
 
Ditetapkan di Pontianak 

Pada tanggal  15  November  2016 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

T.T.D 
 

CORNELIS 
 

Diundangkan di Pontianak 
Pada tanggal  15  November  2016 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

T.T.D 
 

M. ZEET HAMDY ASSOVIE 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TAHUN 2016 NOMOR 


